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KEPUTU S AN 
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Menimbang 

Meogingat 

TENTANG 

PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAU D) 
PERPANJANGAN IZlN OPERASIONAL 

KEPALA DlNAS PENDI_DIKAN DAN KEBUDA Y AAN, 

a. Bahwa habisnya masa berlaku Izin Operasional Pendi,ian Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) I Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 42 1/DISDJK-TlJ/1 826 Tanggal 
24 Juru 2008 Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah / Pemberian lzin Opernsional yang 
beralamat Jl . Suka Makmur No. I Kepenghuluan Bangko Pusako Kccamatan R1mglw 
Pusako Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk 
Perpanjangan lzin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala 
Dinas Pendidikan clan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir; 

b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Perpanjangan lzin Operasional dimaksud harus 
memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu; 

c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas pelu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. 

I . Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan. 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Katimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor I 3 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahtm 2000 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-u.ndang Nomor I I 
Tahun 2003 (Lembaran Negara Talmo 2003 Nomor 3 I , Tambahan Lembaran Negara 
4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembamn 
Negara Republik Indonesia Tahwt 2003 Nomor 78. Tambahan Lemharan N<.'~3..TTI 
Republjk Indonesia Nomor 430 I) sebagaimana telah beberapa ka li diuhah h,·rakhn 
dengan Undang-undang Nomor 12 Talmn 2008 (Lembaran Negara Repuhlil.. l nJl, n~ i~ 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia N0m(, r 4S44 ). 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan D!\<.'rnh tlt•mhnrnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 . Tamhalmn l <.'ml).nmn '°Cf.llJ1l 
Republik Indonesia Nomor 4437); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 l<.'ntm1g P~rimhnngan Kt'uangan antsrn 
Pcmerintah Pusut dan Pcmcrintah Dncrnh (Lcmhnrnn Nl!gnru Tatum 200·l Nl,mor I 26 
Tambahrut Lembaran Ncgnrn Nomor 44 38) ; 

5. Pc;-rnturan Pemcrintuh Nomor 27 Tahun I 9Q0 t<.'ntang P<.'ndidikan Pm sekol ah ( Lembaran 
Negara Tahun I 990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ): 

6. Peraturan Peme1i nrah Nomor 73 tahun 1991 tentimg Pendidikan Luar Sckolah: 

7 . Peraturru1 Pemerintalt Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyru-akat dalam 
Pendidikan Nasi onal; 



Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Talmo 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lcmbaran Negara RJ Nomor 4496 ): 

9. Peraturan Menteri Pcndidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan 
Anak Usia Dini : 

I 0. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang 
Pedoman Pcndirian Sckolah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kcrja Dinas Pendidikan Kabupatcn Rokan Hilir. 

MEMUTUSKAN: 

Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada : 

Nama Lembaga 

Jenis Pendidikan 

Alamat 

Keluraban/Kepenghuluan 

Kecamatan 

Kabupaten 

"TK NURUL MAWADDAH" 

TAMAN KANAK-KANAK (TK) 

JI. Suka Makmur 

Bangko Pusaka 

Bangko Pusako 

Rokan Hilir 

Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pe11ama agar dapat melaksanakan kegiatan 
prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan 
Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan; 

Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian lzin 
Operasional berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 
12 Juni 2017 s.d 12 Juni 2021 . 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabita dikemudian 
hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagairnana mestinya. 
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Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi 
2. Camat Bangko Pusako di Bangko Pusako 
3. Kepala UPTD Bina Peogelola Sekolah Kecamatan Bangko Pusako di Bangko Pusako 
4 . Arsip 


